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ABSTRAK 

Farah Irni Zantita Nasution. 201810115051. Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Cyber Crime Penipuan Berkedok Investasi Dari Perspektif Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan secara undang-undang dan kasus, data yang digunakan adalah studi 

dokumen dan kepustakaan untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian berdasarkan rumusan masalah pertama, bahwa penerapan sanksi pidana 

atas kasus tindak pidana penipuan investasi secara online jika ditinjau dari Pasal 

45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum cukup dalam 

memberikan efek jera kepada terdakwa pelaku untuk kedepannya tidak 

mengulangi lagi kejahatan yang serupa, seharusnya penerapan sanksi pidana 

kepada para pelaku harus bisa mencerminkan makna dari tujuan pemidanaan itu 

sendiri. Kedua, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban cyber crime 

penipuan investasi palsu bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

mengajukan secara pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) 

Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku 

penipuan investasi palsu, untuk mengembalikan ganti rugi korban, dapat 

dilakukan melalui gugatan wanprestasi dikarenakan investasi tersebut palsu oleh 

karenanya tidak bisa menggunakan LAPS SJK.  

Kata kunci: Investasi, Penipuan Investasi, Investasi Palsu. 
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ABSTRACT 

Farah Irni Zantita Nasution. 201810115051. Legal Protection for Cyber Crime 

Victims of Fraud Under the Guise of Investment from the Perspective of Law no. 

19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning 

Information and Electronic Transactions. 

The research method used is normative legal research with a statutory and case 

approach. The data used is document and literature study for further qualitative 

analysis. The results of the research are based on the first problem formulation, 

that the application of criminal sanctions for criminal cases of online investment 

fraud, if viewed from Article 45A paragraph 1 of Law Number 19 of 2016, is not 

enough to provide a deterrent effect on the accused perpetrator so that in the 

future they will not repeat the crime again. Similarly, the application of criminal 

sanctions to perpetrators should be able to reflect the meaning of the purpose of 

the punishment itself. Second, legal action that can be taken by cyber crime 

victims of fake investment fraud can be done in various ways, including filing a 

criminal complaint based on Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 

28 paragraph (1) of the ITE Law which aims to provide a deterrent effect against 

perpetrators of fraud. Fake investment, to return the victim's compensation, can 

be done through a breach of contract lawsuit because the investment is fake and 

therefore cannot use LAPS SJK. 

Keywords: Investment, Investment Fraud, Fraudulent Investment. 
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